BAB V

UPAYA UMAT HINDU DAN IMPLEMENTASI PEMERINTAH
TERHADAP TEMPAT PEMBAKARAN JENAZAH DI KOTA PADANG

Sebelum melihat bagaimana upaya yang dilakukan umat Hindu untuk
mewujudkan tempat pembakaran jenazah terhadap pihak-pihak yang
bersangkutan, penting rasanya untuk mengetahui bagaimana tempat pembakaran
jenazah yang diinginkan oleh umat Hindu di kota Padang. Hal yang harus digaris
bawahi bahwa, proses dan tempat pembakaran jenazah yang dinginkan umat
Hindu memiliki perbedaan dengan agama lain yang ada di kota Padang. Umat
Hindu memiliki cara tersendiri dalam proses penghormatan terhadap orang yang
telah meninggal dunia yang biasa dilakukan dengan cara membakar mayat hingga
menjadi abu. Tentunya pembakaran jenazah dilakukan tidak disembarangan
tempat. Seperti apa yang disampaikan tokoh agama Hindu dalam wawancara:

Agama Hindu itu hanya meminta sesuai dengan kebutuhan bukan
sesuai dengan keinginan, kami meminta tanah tidak terlalu banyak,
sekitar 10 x 10 atau 20 x 20 M dan jaraknya tidak terlalu jauh dari
tempat ibadah kami ini, sebab kalau tempat pembakaran kami ini
jauh dari rumah ibadah nantinya akan menjadi kesulitan bagi umat
kami sendiri (Tokoh agama Hindu, wawancara, 13 Januari 2018).

Data diatas menunjukan bahwa bagi umat Hindu di kota Padang, tempat
pembakaran jenazah yang dinginkan ternyata membutuhkan lahan tanah yang
khusus dengan luasnya 10 x 10 atau 20 x 20 dan lahan tersebut tidak terlalu jauh

dari Pure (rumah ibadah).

Bagi umat Hindu di kota Padang dalam mewujudkan tempat pembakaran

jenazah, umat Hindu telah melakukan berbagai macam upaya-upaya yang

58



dilakukan. Upaya-upaya tersebut diajukan kepada pihak pemerintah atau pihak
yang lain. Untuk itu agar mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan umat
Hindu, maka pada bagian ini ingin mendeskripsikan bagaimana mana upaya yang
telah dilakukan umat Hindu untuk mewujudkan tempat pembakaran jenazah di

kota Padang.

A. Pendekatan Yang Dilakukan Umat Hindu

Dalam hal pengadaan tempat pebakaran jenazah umat Hindu di
kota Padang, mereka telah melakukan beberapa upaya, seperti yang akan

dijelaskan dibawah ini;

1. Pendekatan Administrasi (surat)

Administrasi merupakan salah satu yang memiliki pengaruh
terhadap tercapainya atau tidak sesuatu yang diinginkan.
Administrasi  menurut  Faried (2003) dalam artian sempit
merupakan bentuk catat mencatat, surat menyurat, pembukuan
ringan yang bersifat ketatausahaan. Sedangkan secara luas,
administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua
orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi
dapat dipahami bahwa administrasi merupakan salah suatu proses
pelaksanaan yang dilakukan oleh dua orang yang berbentuk untuk
mencapai sesuatu tujuan.

Dalam mewujudkan tempat pembakaan jenazah umt Hindu

di kota Padang, mereka telah melakukan berbagai upaya salah
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satunya mengirimi surat kepada pihak pemerintah. Mengirimi surat
merupakan salah satu usaha yang dilakukan umat Hindu untuk
tercapainya keinginan mereka dalam mewujudkan tempat

pembakaran jenazah, sebagaimana yang dinyatakan informan:

Kami sudah melakukan usaha-usaha seperti memasukkan
surat kepada Wali Kota sejak tahun 2003 tapi masalah ini
hangat-hangatnya berkisar dalam lima tahun saja, saat ini
kami menjadi putus asa. (Tokoh Agama Hindu, wawancara,
13 januari 2017).

Usaha yang dilakukan berupa pengiriman surat kepada
pihak pemerintah telah dilakukan. Usaha tersebut bermulai sejak
tahun 2003, namun menjadi tranding topik selama lima tahun
kedepan saja. Dalam arti lain upaya yang dilakukan umat Hindu
tidak mendapatkan respon yang begitu positif dari pihak
pemerintah. Alhasil menjadikan umat Hindu enggan untuk
melakukan usaha seperti itu. Hal yang juga sama dinyatakan salah

satu staf Pembimas Hindu kota Padang:

Pihak Hindu pun sudah menyurati kepada wali kota
padang, Hal yang demikian sudah dilakukan pada tahun
2003 atau 2004 (Mardi, wawancara, 21 Desember 2017).

Seperti yang telah disinggung di bagian atas, pendekatan
administrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan yang miliki
bentuk tertentu untuk mencapainya suatu tujuan. Telihat bahwa
umat Hindu di kota Padang dengan melakukan upaya adminstrasi

mereka belum mampu untuk mencapai tujuan yang mereka
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inginkan selama ini yakni mewujudkan tempat pembakaran
jenazah di kota Padang. Namun hal ini belum dipastikan
kebenarannya, sebab pihak Hindu belum dapat memberikan bukti

yang konkrit berupa bentuk dokumentasi atas usahanya tersebut.

2. Pendekatan Emosional
Emosional merupakan pendekatan yang dilakukan
seseorang untuk mempengaruhi atau menyentuh perasaan
lawan bicaranya. Dalam hal kali ini umat Hindu melakukan
pendekatan emosional terhadap pihak pemerintah. Pedekatan
tersebut merupakan usaha kedua yang dilakukan umat Hindu
untuk mendapatkan tempat pembakaran jenazah di kota

Padang, seperti yang dikatakan oleh informan:

Bahkan tidak hanya saja melalui surat, kedekatan dengan
tatap muka atau diskusi dengan pemerintah pun sudah kami
lakukan terhadap wali kota Padang, namun hasilnya kosong
(Mardi, wawancara, 21 Desember 2017).

Hal yang sama juga diutarakan oleh tokoh agama Hindu,
dalam wawancara:

Usaha berdialog dan diskusi dengan pihak pemerintah
sudah kami lakukan, namun sampai saat pemerintah belum
merespon dengan sepenuhnya usaha dari kami (Tokoh
Agama Hindu, wawancara,13 Januari 2018)

Bedasarkan wawancara diatas terlihat bahwa, dalam
mewujudkan tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota
Padang, umat Hindu telah melakukan pendekatan emosional

berupa tatap muka, diskusi dan berdialog terhadap pemerintah.
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Mengapa hanya kepada pemerintah umat Hindu melakukan
pendekatan emosional? Karena bagi umat Hindu berpanangan
bahwa, yang berkewajiban memberikan fasilitas keagamaan seperti
tempat pembakaran jenazah yang butuhkan semuanya itu
merupakan kewajiban dari pihak pemerintah. Seperti yang

dinyatakan oleh tokoh agama Hindu dalam wawancara:

Sebenarnya kalau kita berbicara tentang fasilitas
keagamaan seperti tempat pembakaran jenazah yang kami
butuhkan saat ini, ini semua merupakan kewajiban dari
pemerintah (Tokoh Agama Hindu, wawancara, 13 Januari
2018).

Data diatas menunjukan bahwa dengan adanya kewajiban
pemerintah untuk memberikan fasilitas keagamaan terhadap
masing-masing agama yang ada, membuat umat Hindu lebih
dominan untuk melakukan upayanya kepada pihak pemerintah. Hal
ini menjadi alasan yang kuat bagi umat Hindu untuk tidak
melakukan upaya pewujudan terhadap tokoh adat minang kota

Padang, tokoh agama Hindu menyatakan:

Kami pihak Hindu memang tidak ada melakukan upaya
terhadap tokoh adat, sebab kami hanya bergerak dalam
aturan yang formal. Dalam artian yang kami lakukan ini
merupakan hanya untuk mendapatkan nilai positif,
misalnya kalau tokoh adat memberikan kami tanah nanti
pada akhirnya yang akan mengeluarkan sertifikat itu ialah
pemerintah. Intinya kalau sudah badan kepemerintahan itu
bergerak, maka saya yakin pasti yang kami inginkan
terwujud. Memang kami menyadari bahwa tanah yang ada
disini ialah tanah ulayat sampai kapanpun tidak akan
diberikan kepada pihak lain karna ada adat yang
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mengikatnya. Kami pihak Hindu ingin meminta tanah yang
jelas dalam artian tanah tersebut sudah mempunyai
sertifikat, dari pada nanti akhirnya  ketika tempat
pembakaran sudah terwujud kemudian digugat kembali bisa
menjadi kacau nantinya (wawancara, tokoh agama Hindu,
13 Januari 2018).

Dapat dipahami bahwa, dalam upaya mewujudkan tempat
pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang, mereka bergerak
hanya dengan cara formal. Formal yang dimaksudkan disini hanya
bergerak di sektor pemerintahan. Bagi umat Hindu di kota Padang,
pihak pemerintahlah yang bisa menyelelesaikan permasalahannya
kali ini. Pemerintah mempunyai keputusan mutlak yang dapat
mengeluarkan sertifikat tanah. Sebab yang diinginkan oleh umat
Hindu ialah tanah yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkan atau
bersifat sah agar kedepannya tidak menjadi persoalan. Mengapa
umat Hindu tidak ingin melakukan upaya terhadap tokoh adat?
Sebab tempat pembakaran jenazah yang dibutuhkan oleh umat
Hindu tidak bisa dilepaskan dari perkara tanah. Sama-sama untuk
diketahui bahwa tanah di kota Padang merupakan tanah ulayat
yang tidak dapat diganggu gugat kedudukannya, apalagi ingin
dialihkan kepemilkikannya. Sebab adat yang ada di kota Padang ini
dapat dikatakan memiliki kekuatan yang cukup kuat (masih
kentalnya adat). Menurut umat Hindu, pihak yang bisa melakukan
pendekatan dengan tokoh-tokoh adat ialah pihak pemerintah bukan
pihak Hindu. Seperti yang dinyatakan tokoh agama Hindu dalam

Wwawancara:

63



Hanya kepala wilayahlah (Wali Kota/Gubernur) yang bisa
melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh adat sebeb
pemerintah mempunyai kekuatan untuk hal itu, sedangkan
kami tidak (Tokoh Agama Hindu, wawancara, 13 Januari
2018).

Dari data di atas menunjukan bahwa, menurut umat Hindu
masalah yang dihadapi saat ini hanya dapat diselesaikan dengan
pendekatan emosional kekeluargaan, hal ini dapat dilakukan oleh
pihak pemerintah setempat. Sebab pemerintah secara etnis
memiliki kesamaaan dengan tokoh-tokoh adat yakni sesama etnis
minang, secara tidak langsung kondisi seperti itu bisa

mempermudah untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Dikaitkan dengan keberadaan rumah ibadah (Pure) di
dalam lingkungan TNI-AU tidak membuka kemungkinan bahwa
pihak TNI dapat memberikan tempat pembakaran jenazah kepada
umat Hindu. Sebab menurut umat Hindu, pihak TNI AU tidak
berhak memberikan fasilitias-fasilitas keagamaan seperti tempat
pembakaran jenazah yang diinginkan umat Hindu. Itu sebabnya
umat Hindu tidak pernah melakukan upaya untuk mewujudkan
tempat pembakaran jenazah kepada pihak TNI, seperti yang

disampaikan oleh tokoh agama Hindu dalam wawancara:

Kami tdak mungkin untuk meminta tempat pembakaran
jenazah kepada pihak TNI, soalnya sistem sekarang tidak
sama dengan sisitem dulu, walaupun rumah ibadah ini
dalam lingkungan TNI namun tetap yang punya adalah
negara atau pemerintah yang punya. TNI yang jelas tidak
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berhak untuk memberikan ini dan itu yang jelas ini adalah
hak kepala wilayah, kalau wilayah kota maka ini adalah
kuasanya Wali Kota kalau wilyanya Provinsi ini merupakan
haknya Gubernur (Tokoh Agama Hindu,wawancara, 13
Januari 2018)

Data diatas mengindikasihkan bahwa, beradanya rumah
ibadah umat Hindu di dalam lingkungan TNI-AU tidak membuka
kemungkinan umat Hindu untuk bisa melakukan upaya terhadap
pihak TNI dalam mewujudkan tempat pembakaran jenazah. Karna
untuk memberikan fasilitas-fasilitas keagamaan seperti tempat

pembakaran jenazah merupakan kewajiban dari pihak pemerintah.

Ternyata dari data-data diatas terlihat dalam pengupayaan
untuk terwujudnya tempat pembakaran jenazah, umat Hindu telah
banyak melakukan upaya-upaya yang menurut mereka upaya
tersebut sudah maksimal. Upaya yang dilakukan umat Hindu lebih
banyak mengarah kepada pihak pemerintah. Karna bagi umat
Hindu selain pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap
terwujudnya tempat pembakaran jenazah, pemerintah pun mampu
untuk mengeluarkan sertifikat tanah yang sifatnya sah dan tidak
dapat diganggu gugat. Bedasarkan pertimbangan seperti itu, umat
Hindu tidak melakukan upaya-upaya terhadap pihak lain, seperti

pihak adat dan pihak TNI-AU.
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B. Respon Pemerintah dan Implementasinya

Setelah membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan umat
Hindu terhadap pemerintah kota Padang dalam mewujudkan tempat
pembakaran jenazah. Maka pada selanjutnya ini ingin membahas:
pertama, reaksi pemerintah mengenai upaya yang telah dilakukan umat
Hindu dan kedua, bagaimana bentuk implemetasi yang dilakukan oleh

pemerintah itu sendiri.

Respon yang dimaksud disini ialah suatu tanggapan atau
rangsangan atau jawaban yang diberikan pemerintah terhadap upaya yang
telah dilakukan oleh umat Hindu di kota Padang. Hal ini selaras dengan
apa yang dijelaskan oleh (Poerdawarminta, 1999) menurutnya respon
dapat diartikan sebagai tanggapan, reaksi atau jawaban yang mencul dari
penerimaan suatu pesan setelah terjadinya suatu komunikasi. Maka
dalam hal _ini akan dijelaskan bagaimana bentuk respon dan
implementasinya dari pihak pemerintah terhadap tempat pembakaran
jenazah umat Hindu kota Padang.

1. Menerima
Menerima ialah suatu respon penerimaan yang dikeluarkan
pihak pemerintah terhadap upaya yang dilakukan oleh umat Hindu di
kota Padang. Pemerintah kota Padang telah menyetujui dari hasil
permintaan umat Hindu, tokoh agama Hindu menyatakan dalam

Wwawancara:
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Respon pemerintah ketika kami meminta hanya mengatakan
“iya” didepan namun dibelakang kami tidak ada pelaksanaanya
(Tokoh Agama Hindu, wawancara, 13 Januari 2018).

Hal yang sama dinyatakan oleh Staf Pambimas Hindu dalam
wawancara:

Istilahnya pemerintah mengatakan “iya” tapi “tidak” begitulah
istilahnya, hanya omongan belaka saja (Mardi, wawancara, 21
Desember 2017).

Kalau dilihat secara teoritis kata-kata menerima merupakan
sesuatu yang mempunyai makna; mengambil atau menyetujui atau
mengabulkan permintaan dari pihak kedua. Artinya, pihak pemerintah
menyetujui permintaan yang dinginkan oleh umat Hindu salah satu
indikatornya yakni ada tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak
pemerintah. Namun berbeda pada konteks kali ini, menerima yang
dilakukan pihak pemerintah hanya masih sebatas kata-kata dan belum
telihat progres untuk kedepannya, mungkin selaras seperti apa yang

dimaksud oleh salah seorang informan dalam wawancara:

Pihak pemerintah itu mengatakan iya hanya sekedar kalau
dalam istilah minang palapeh tanyo senyo “iya” tapi “tidak”.
Sebab mana mungkin pihak pemerintah berani untuk
memberikan hak tanah kepada pihak lain tanpa ada persetujuan
dari tokoh-tokoh adat (Syukur, wawancara: 11 Desember
2017).

Dapat diinterprestasikan bahwa, upaya yang dilakukan oleh
pihak Hindu di kota Padang terhadap pemerintah sebenarnya telah
mendapat respon. Namun respon yang dikeluarkan oleh pemerintah

masih sebatas perkataan saja, belum sampai ketahap bukti yang nyata.
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2.

Implementasi Pemerintah

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan
baik oleh individu maupun kelompok yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan. Dalam tahap implementasi menurut George C.Edwards
(Anggraini, 2010: 22) akan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah
satunya:

a. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki
oleh implementor, seperti: komitmen, kejujuran dan sifat
demokratis. Menurut Edward terdapat dua bagian yang harus
ikut dijelaskan dalam penjelasan disposisi ini, yaitu: pertama

Sikap Pelaksana yakni Sikap atau watak para pelaksana

merupakan faktor mempunyai konsekuensi-konsekuensi

penting bagi implementasi kebijaksanaan. Apabila pelaksanaan
kebijakan ingin berjalan efektif. Para pelaksana tidak hanya
harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak pula hanya
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi
para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk
melaksanakan sebuah kebijaksanaan. Kedua dukungan dari
kelompok sasaran seperti apa yang telah diungkapkan Edward,
kita sering menemukan fakta bahwa bila kelompok-kelompok

kepentingan dan komite-komite dalam badan legislatif
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mendukung suatu badan, maka mereka mengharapkan imbalan

dukungan birokrasi yang berkesinambungan.

b. Lingkungan

Unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan akan
memberikan pengaruh terhadp pengimplementasian sesuatu.
Hal ini bisa saja mencakup budaya, sosial, ekonomi dan politik.
Dalam persoalan tempat pembakaran jenazah umat Hindu dan
pihak pemerintah telah turun bersama-sama kelapangan untuk melihat
lokasi yang ingin dijadikan tempat pembakaran jenazah namun semuanya
sirna begitu saja, seperti apa yang disampaikan Tokoh Agama Hindu

dalam wawancara:
Pernah kami diajak meninjau disuatu daerah Bungui tapi kenyataan
masih ngambang dan tanahnya itupun tidak jelas yang akhirnya

membuat kita ragu juga (Tokoh Agama Hindu, wawancara: 13
Januari 2018).

Terlihat dari data diatas menunjukan bahwa adanya nilai-nilai
ketidakjelasan yang diberikan pemerintah terhadap umat Hindu dalam
pemberian tempat pembakaran jenazah. Mengapa demikian? Hal ini

menurut tokoh agama Hindu disebabkan oleh:

Pihak pemerintah belum mempunyai niat, kalau misalkan pihak
pemerintah mempunyai niat yang sungguh-sungguh pasti ada
respon dan pelaksanaannya, padahal permintaan kami ini sudah
lama kami lakukan (Tokoh Agama Hindu, wawancara, 13 Januari
2018).

Umat Hindu melihat bahwa pemerintah dalam menangani hal ini
tidak ada keseriusan untuk menyelesaikannya. Kalau seandainya pihak
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pemerintah mempunyai keseriusan yang kuat dalam menangani hal ini
pasti dengan berjalannya waktu masalah ini akan selesai, sebab masalah
ini sudah lama menjadi polemik bagi umat Hindu itu sendiri. Sesuai
dengan apa yang disampaikan George C.Edwards (Anggraini, 2010: 22)
bahwa, karekteristik yang dimiliki oleh implementor akan mempengaruhi
kepada pengimplementasian sesuatu tujuan. Akan tetapi masalah yang ada
bisa diselesaikan, seperti yang dinyatakan informan:

Masalah yang dirasakan umat Hindu ini harus kita pecahkan
bersama. Ya menurut saya sebenarnya adat minangpun telah
mempunyai nilai-niai tersebut seperti ada istilah duduak surang
basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang maknanya
bahwa masalah ini harus Kkita selesaikan bersama (Amril,
wawancara: 14 Desember 2017).

Ketika ada pihak-pihak yang mendapatkan suatu masalah, maka
masalah itu diselesaikan secara bersama. Hal ini merupakan kewajiban
pemerintah terhadap warganya, sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh
agama Hindu dalam wawancara:

Kalau misalnya pemerintah mengakui saya sebagai warganya
pemerintah harus bertanggungjawab. Cara bertanggungjawab
disanakan ada hak dan kewajiban. Sedangkan kami kewajiban dari
umat Hindu apapun bentuknya tidak pernah menolak, sedangkan
haknya dikasih  kewajiban dimintak (Tokoh agama Hindu,
wawancara, 13 Januari 2018).

Namun pemerintah pun tidak mudah begitu saja dalam
memutuskan sesuatu hal, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan
pemerintah dalam mewujudkan tempat pembakaran jenazah yang
dibutuhkan umat Hindu di kota Padang. Terlepas dari pada itu pemerintah
akan berusaha untuk mencari jalan keluar agar persoalan ini cepat

terselesaikan, seperti yang dinyatakan oleh informan:
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Untuk memastikan itu tidak mudah juga kan akan tetapi
pemerintah bejanji akan tetapi mengusahakan, jadi itu intinya itu.
Menurut saya pemerintah belum dapat merealisasikan karna ada
pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang kuat itu. Jadi
ketika pemerintah belum bisa mewujudkan keinginan umat Hindu
karna ada persoalan-persoalan dari masyarakat kira-kira bagaimana
mereka menyikapinya. Jadi aturan itu menurut saya itu tidak
mutlak harus ditegakkan (Anggota FKUB, wawancara, 18 Januari
2018).

Dengan belum terealisasikannya tempat pembakaran umat Hindu
di kota Padang, pemerintah akan tetap untuk berusaha dalam mewujudkan
hal tersebut. Adanya pertimbangan-pertimbangan dari pihak pemerintah
dalam mewujudkan tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota
Padang, ini menunjukkan bahwa implementasi pemerintah telah
dipengaruhi oleh hal lingkungan. Seperti yang telah disebutkan diatas
bahwa, implementasi dari pihak pemerintah terhadap tempat pembakaran
jenazah yang diinginkan oleh umat Hindu telah adanya pengaruh dari
masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh George
C.Edwards (Anggraini, 2010: 22) bahwa sebuah implementasi akan

dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya lingkungan.
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